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Abstrak
 

Untuk menjadi pemenang dalam persaingan pada pasar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pelaku

usaha, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak boleh melanggar undang-

undang. Salah satu larangan yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ialah kegiatan penguasaan pasar,

dimana ketentuan ini sangat berkaitan dengan kekuatan atau dominasi pasar yang dmiliki oleh suatu pelaku

usaha. Pengawasan terhadap kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga kausi

yudikatif yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.

 

Dalam melakukan pengawasan kegiatan penguasaan pasar, KPPU cenderung membuktikan peristiwa-

peristiwa yang terkait dugaan pelanggaran hanya didasarkan satu alat bukti,oleh karena itu belum memenuhi

syarat pembuktian. Akan tetapi hal itu dapat dibenarkan karena dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak ada

pengaturan mengenai minimal alat bukti dan keyakinan sebagaimana halnya dalam hukum politik......To be

a winner in competition in the market is a goal that every business actor wants to achieve, but the methods

used by these business actors must not violate the law. One of the prohibitions contained in Law no. 5 of

1999 is a market control activity, where this provision is closely related to the power or market dominance

owned by a business actor. Supervision of market control activities carried out by KPPU as a judicial

causation institution tasked with supervising the implementation of Law no. 5 of 1999.

 

In supervising market control activities, KPPU tends to prove that events related to alleged violations are

based on only one piece of evidence, therefore they have not fulfilled the requirements of proof. However, it

can be justified because in Law no. 5 of 1999 there is no regulation regarding minimum evidence and belief

as is the case in political law.
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